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BUPATI HALMAHERA BARAT
IAILOLO

KEPUTUSAIT BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR {r lRVril t 12A26

TE]iITANG
PENETAPAN 5 (LIMA) PROYEK STRATEGIS

KABUPATEH HALMAHERA BARAT
TAHUN 2A26

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/B439IKSP.00/70-
7311212a24 tanggal 30 Desember ?824 pada Indikator pencegahan Korupsi
Daerah Erea Pengadaan Barang dan Jasa, sasaran Pengadaan Barang dan lasa
Strategis, dan Aspek Regulasi dan kebijakan barang dan jasa disebutkan bahwa
perluh menetapkan Pengadaan Barang dan lasa Strategis Tahun Anggaran 2026
melalui Surat keputusan Kepala Daerah;

bahwa dalam rangka implementasi program Peneegahan Korupsi terintegrasi
Pemerintah Daerah dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi
pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A26, perlu menetapkan 5 (Lima)
proyek strategis Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan 5
(Lima) proyek strategis Kabupaten Halmahera Barat Tahun ZAZG;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang*
undang;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku
Utara;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang*undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan
Barangfi asa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A71 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2426;

Jalan Pengabdian Jati Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku utara Telp. (0922) 222L0a7, Fax @922) 222l0al
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5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 46 Tahun L999 tentan6l pembentukan
Frr-rpinsi iviaiuku Utara, Kabupaten Buru cian Kabupaten iviair:ku
Tenggara Bara!

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 201.4 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undanu-undang Nomor 1 Tahun ZA72 tentang Pemerintah

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
B. Peratui'aii Pei:tei"iiiiaii Nonior 12 Tairurr 2019 ieiriang Peiigelolaan

Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Pengadaan Barang/Tasa Pemerintah;
1-0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

D^^-^l ^1,.^ ^ Vnr r n naa ^ l-\oaroh'i ciiE[:iuiddii iauudliS,qii uq!l qlrr

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2t121

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A26
tpnrlno Penplenan Anoorran Pendanatrn d.an Belania llaer":hiLiiLqiii; i !iiLLqijqii i riibbqi urr r Lrruuirurutr@ururrlu

Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2426.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
STRATEGIS TAHUN 2426

PENGADAAN BARANG DAN IASA

Menetapkan Lima f5] Kegiatan Pengadaan Barans dan Tasa Strategis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang
mprrrr.rakan heoian tid:k ter-nisahkan rlari Kentttusan Brrnati.i::Lr uijqia-

Pengadaan Barang dan jasa Strategis Tahun 2026 sebagimatra dimaksud
dalam Diktum KESATU menjadi priorintas pengawasan untuk
rrrelnasiikair i-rai-twa seluiuii pr'oses Felrgadaarr i;ar-aiig ciau jasa i;erjaiarr
sesrra.i dengarr kel.entr.ran pet'al.r-rrarr perrrtrdang un.l-angan seba-gai ttpa]ra
untuk mencegah potensi tindak piciana korupsi.

Pengawasan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh lnspetorat selaku
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah IAPIPJ.

Keputusan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI HALMAH

lailolo

BARAT,

qri 20265

'I'^hlh'rc-h ini rlicrmnoilzrn lrnnrrlr Vth
ir.i uiJq^rrH

1. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
Z. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailoio.
3. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. .Arsip.

Sekercaris Daerah
Asisten Bidang Ekonomi
elan Fe::rt-rangunan

Kabag PB|
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